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- Penarikan Dana Hibah-'Ba_nsost
- Dewan Soroti
Kinerja Eksekutif

Gianyar (Bali Post) - ; :

Di tengah sulitnya pencairan dana hibah dan bansos,
eksekutif malah meminta sejumlah kelompok perajin agar
mengembalikan dana hibah-bansos yang baru diserahkan
sekitar sebulan lalu. Masyarakat penerima pun kebingun-
gan melakukan pengembalian lantaran dana yang diberikan
sudah digunakan. ‘

Anggota DPRD Gianyar, Wayan Budiana, mengatakan,
pihaknya mendapat laporan bahwa kelompok perajin
Amerta Sari di Banjar Basang Ambu Desa Manukaya Keca-
matan Tegallalang didatangi sejumlah petugas Disperinda
Gianyar sekitar seminggu lalu. Saat itu, petugas menagih -

.kembali dana hibah-bansos sebesar Rp 10 juta yang baru
diserahkan sebulan lalu.

Tidak hanya kelompok perajin di Banjar Basang Ambu,
belasan kelompok perajin lainnya juga menyampaikan hal
serupa. Dari kejadian ini, ia pun mempertanyakan proses
verifikasi yang dilakukan eksekutif lantaran sebelumnya
kelompok-kelompok perajin tersebut dinyatakan lolos
mendapatkan bantuan.

“Saya akan koordinasi lagi dengan Disperindag. Seka-
rang, warga'saya kebingungan bagaimana harus mengem-
balikan, karena dana tersebut sudah dibelanjakan menjadi
barang,” keluhnya. |

. Budiana menuding eksekutif berupaya menyembunyikan
kesalahan ini sebab petugas yang mendatangi kelompok
perajin di Banjar Basang Ambu meminta agar warga ti-
dak menceritakan hal ini kepada anggota dewan Gianyar

. atau media. “Ini kan lucu ya. Satu sisi warga saya diminta
mengembalikan dana hibah-bansos, di sisi lain warga saya
ditekan agar tidak mengadu ke dewan,” tandasnya.

~ Sementara itu, Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra

- tidak menampik adanya sejumlah penarikan dana hibah-
bansos dari sejumlah kelompok. Alasannya, kelompok
masyarakat dimaksud belum berbadan hukum.

“Ditarik itu yang tidak sesuai dengan PP dan vang ter-
tuang dalam Perbup. Misal pura dadia tidak bisa. Kalau
kelompok harus berbadan hukum. Kalau tidak berbadan
hukum ya ditarik karena tidak berada di bawah naungan

desa pakraman,” jelasnya. _
Dikatakannya, kunci dari persoalan ini adalah proses
jadi tanggung jawab SKPD

verifikasi sehingga itu men

terkait. Ia membeberkan, di Disd ada sekitar dua
penarikan kembali dana hibah-} 0s. Sementara untuk
penarikan yang dilakukan oleh petugas Disperindag yang
dikeluhkan anggota dewan, Mahayastra ‘mengaku akan
mengeceknya. ! it

“Nanti itu tergantung SKPD yang berani mencairkan
karena verifikasi dari SKPD. Kuncinya di proses verifikasi

sehingga pertanggungjawabannya ada di SKPD sebagai
pengelola,” tandasnya. (kmb35) e
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